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ABSTRAK

ADE AYU LESTARL 2021. Analisis Kinerja Keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen
Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing | Abdul
Muttalib, S.E., M.M dan Pembimbing Il Resky Septiani Amin, S.E., M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017-2019. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian
ini dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifal analisis deskriptif
kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Analfisis keserasian belanja pada Bappeda Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan jika dilihat selama 2017-2019, mengalami dampak yang baik.
Pertumbuhan belanja dapat dikatakan bernilai positif karena mengalami kenaikan
terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari bertambahnya jumiah belanja.
Jika dilihat dari total keseluruhannya mengalami pertumbuhan sebesar 3%.
Kinerja keuangan dilihat dari analfisis efektivitas belanjanya selama tahun sudah
cukup efektif. Dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya adalah sebesar 87%.
Kinerja keuangan dilihat dari efisiensi belanjanya semua angka pada rasio
efisiensi menunjukkan angka di bawah 100% bahkan tidak ada yang melebihi
dari angka 60% yang menunjukkan kriteria efisiensi belanja yang sangat efisien,
sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborasan dalam penganggaran
belanja. Kinetja keuangan difihat dari varians belanjanya dapat dikatakan baik,
karena realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja. Realisasi tertinggi
terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 90% sedangkan realisasi terendah terjadi
pada tahun 2019 yaitu sebesar 85%. Dengan total rata-rata sebesar 87%,

Kata Kunci: Kinerja Keuangan
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ABSTRACT

ADE AYU LESTARI. 2021. Financial Performance Analysis of the Regional
Development Planning Agency of Makassar City, South Sulawesi Province.
Thesis of the Faculty of Economics and Business, Department of
Management, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor
I Abdul Muttalib S.E., M.M and Advisor li Resky Septiani Amin, S.E., M.M.

This study aims lfo describe the financial performance of the Regional
Development Planning Agency of Makassar City, South Sulawesi Province in
2017-2019. This lype of research is a Iype of qualitative research, this research
was conducted using a qualitative descriptive analysis method. The data used in

this research is secondary data.

The analysis of the compatibifity of spending in the Bappeda of Makassar City,
South Sulawesi Province when viewed during 2017-2019, had an good impact.
Expenditure growth can be said to be posifive because there is an increase in
spending growth, it can be seen from the increase in the amount of spending.
when viewed from the total, experienced a growth of 3%. Financial performance
seen from the analysis of the effectiveness of spending during the year has been
quite effective. It can be seen from the average calculation is 87%. Financial
performance is seen from the efficiency of spending, all figures in the efficiency
ratio show numbers below 100% and none even exceeds 60% which indicates
very efficient spending efficiency criteria, so that it can be interpreted that there is
no waste in spending budgeting. Financial performance seen from the
expendifure variance can be said to be good, because the realization of
expenditure does not exceed the budget The highest realization occurred in
2017 at 90% while the lowest realization occurred in 2019 at 85%. With a total
average of 87%.

Keywords: Financial Performance
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga pemerintah merupakan perkumpulan yang difungsikan untuk
memusatkan kepentingan bangsa serta negeri. Organisasi pemerintah
dibangun untuk melaksanakan kegiatan layanan bantuan ke daerah secara
komprehensif serta setara. Selaku organisasi nirlaba, kantor- kantor
pemerintah mempunyai tujuan untuk menawarkan kategori bantuan serta
kapasitas untuk menambah layanan tersebut di masa yang akan tiba. Tujuan
yang wajib dicapai sebagian besar dituntaskan dalam istilah subjektif,
semacam peningkatan keamanan serta kenyamanan, kualitas pembelajaran
dan kualitas kesehatan.

Manajemen suatu lembaga hendak senantiasa dihadapkan pada
penentuan pilihan untuk apa yang akan tiba. Pilihan positif ataupun negatif
yang diambil tergantung pada informasi yang digunakan untuk keterampilan
manajemen dalam menganlisis dan menginterpretasikan. Salah satu sumber
informasi berarti yang bisa dimanfaatkan oleh manajemen dalam memastikan
pilihan tersebut, khususnya keuangan merupakan laporan keuangan.
Berkenaan dengan rencana pengeluaran organisasi area publik, anggaran
keuangan mencakup rencana berapa bayaran serta berapa banyak uang
tunai yang hendak dikumpulkan untuk membiayai rencana tersebut. Laporan
keuangan hendak jadi produk akhir dari sesuatu proses akuntansi yang
bertujuan untuk menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan

untuk beberapa pemakai dalam pengambilan keputusan, baik itu pihak

internal ataupun eksternal. Laporan keuangan direncanakan dengan tujuan
1




supaya laporan realisasi anggaran membagikan informasi realisasi serta
rencana keuangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dibentuk
tergantung pada kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di bidang
pemerintahan, untuk membantu pemerintah daerah melakukan perbaikan di
bidang pemerintahan untuk situasi ini semua aspek yang ada dalam proses
pengambilan keputusan dan pedoman pembentukan penyusunan anggaran
dan befanja daerah agar terlaksana. Dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat kewilayahan, salah satunya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda adalah
sebuah lembaga teknis khusus daerah di bidang pemeriksaan dan pembinaan
daerah yang dimotori oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur/BupatiiWali Kota melalui sekretariat
daerah. Bappeda mempunyai tugas utama membantu Gubemur/Bupati/Wali
Kota daiam organisasi pemerintahan daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 pasal 1, bahwa laporan
kinerja adalah suatu garis besar yang secara sesaat dan menyeluruh
mengungkapkan capaian-capaian pameran yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD, selanjutnya dalam
peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2015, bahwa laporan kinerja tersebut merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang
diberikan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Seperti yang dikemukakan oleh Gede, E.P (2005:78) pengukuran

kinerja keuangan adalah salah satu pendekatan untuk menunjukkan tanggung




jawab, lebih spesifik bagaimana pemerintah daerah, khususnya Bappeda,
memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
semua aklivitas dan kegiatan yang telah diatur dalam rencana keuangan.
Upaya untuk mengembangkan kinerja lebih lanjut harus disertai dengan
estimasi kinerja yang dapat diterima dan tentunya baik.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat dari Laporan Pengeluaran
atau laporan realisasi anggaran yang dapat diakses di Bappeda dengan
memanfaatkan beberapa analisis rasio keuangan. Laporan realisasi anggaran
adalah laporan yang menyajikan perhitungan pelaksanaan semua yang telah
digambarkan dalam tahun anggaran tertentu. Pada dasarnya, laporan
realisasi anggaran menyajikan garis besar sumber, peruntukan, dan
pemanfaatan aset keuangan yang diawasi oleh pemerintah terdekat, yang
merupakan pemeriksaan rencana pengeluaran dan pengakuannya dalam satu
tahun anggaran. Marja (2015:120)

Tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah
sebagai angka efektivitas tidak langsung, namun relatif. Maka pengukuran
kinerja anggaran dapat dilihat dengan menggunakan rasio efektivitas dan
efisiensi belanja. pengukuran kinerja anggaran berfungsi untuk menunjukkan
efisiensi dan kelayakan pembelanjaan daerah yang digunakan oleh
organisasi. Efisiensi adalah proporsi informasi dan hasil yang diidentifikasi
dengan pedoman pelaksanaan atau fokus yang telah ditetapkan. Jadi dalam
menaksir kinerja organisasi pemerintah, aturan yang digunakan adalah

Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dengan alasan bahwa pedoman

itu memperkirakan pelaksanaan pemerintah dari segi keuangan.




Pengukuran kinerja keuangan berikut, juga dapat dilihat dengan
menggunakan Analisis Keserasian Belanja, salah satunya dengan
mengevaluasi rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total
belanja. Analisis tersebut diarahkan untuk memutuskan keselarasan antara
pengeluaran yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah fokus
pada aset mereka yaitu pengeluaran secara ideal. Analisis berikut yang juga
dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan
menggunakan analisis varians belanja dan juga pertumbuhan belanja. Varians
belanja digunakan untuk melihat seberapa layak dan penyerapan anggaran
untuk kegiatan instansi selama satu tahun anggaran, sedangkan analisis
pertumbuhan belanja digunakan untuk mengetahui besar anggaran dan
realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat seberapa jauh
pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan instansi.

Tampubolon {Desi 2020:3) menyatakan pandangannya tentang kinerja
keuangan, yaitu pengakuan kinerja instansi yang disebabkan karena siklus
dinamis pengambilan keputusan, karena mencakup pemanfaatan modal,
produktivitas dan manfaat dari kegiatan instansi tersebut.

Laporan realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Makassar ProvinsiSulawesi-Selatan tahun 2017-2019 dapat di
linat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota Makassar

Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2017-2019

Tahun Anggaran Realisasi

2017 3,685,763,117,000 3,312,632,290,887




2018 4,089,589,897,000 3,526,081,002,897

2019 4,176,183,531,400 3,548,0086,636,749

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan
anggaran pada instansi Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
mengalami peningkatan. Selalu ada perubahan yang menarik ketika
melakukan analisis. Dalam hal ini perubahan dan pertumbuhan dari pengguna
anggaran adalah salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja keuangan
pada instansi.

Jumlah Anggaran Pada Tahun 2017 Sebesar Rp3,685,763,117,000
dengan jumiah belanja yang terealisasi Rp3,312,532,290,887 merupakan
belanja yang berasal dari belanja langsung dan tidak langsung.

Jumlah Anggaran Pada Tahun 2018 Sebesar Rp4,089,589,897,000
dengan jumlah belanja yang terealisasi Rp3,526,081,002,897 merupakan
belanja yang berasal dari belanja langsung dan tidak langsung.

Jumiah anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp4,176,183,531,400
dengan jumiah belanja yang terealisasi Rp3,548,006,636,749 merupakan
belanja yang berasal dari belanja langsung dan tidak langsung.

Laporan Realisasi Anggaran yang diterbitkan pemerintah daerah
membagikan informasi yang sangat berguna dalam evaluasi kinerja keuangan
daerah. Laporan Realisasi Anggaran jadi salah satu laporan pertanggung
jawaban keuangan daerah yang utama, sebab anggaran ialah tulang
punggung  penyelenggaraan  pemerintahan.  Anggaran  merupakan

perlengkapan berarti yang berfungsi selaku perencanaan serta pengendalian

jangka pendek yang efisien dalam organisasi. Anggaran manajemen dapat




menentukan efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan
anggaran dengan realisasi terkini yang dicapai. Berdasarkan uraian di atas,
penulis tertarik untuk metakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja
Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar

Provinsi Sulawesi Selatan”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian
ini, yaitu bagaimanakah kinerja Keuangan BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI
SELATAN TAHUN 2017-20197

. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kinerja keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2017-2019
. Manfaat Penelitian
1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai
bahan pertimbangan pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa

dan generasi penerus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah Makassar.

3. Bagi Penulis




Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pengetahuan tentang
kinerja keuangan pada suatu instansi. Selain itu penelitian ini juga sebagai
sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu SDM yang sudah
diperoleh di bangku perkuliahan.

4. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi

pembaca dan dapat menjadi sumber informasi ataupun pertimbangan bagi

instansiserupa.




BAB i
TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Teori

. Konsep Dasar Kinerja
Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara, A.P. (2016:67)

kinerja adalah hasil kerja antara kualitas dan jumlah yang dicapai oleh
seocrang individu dalam melakukan tugas sesuai dengan tugas yang
diberikan kepadanya. Kebutuhan dalam setiap organisasi bagi setiap
pegawai diperlukan untuk menyelesaikan tanggungjawab dan fungsi
secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi.

Seperti yang dikemukakan oleh Pasoclog, H. (2007:177) kinerja memiliki
beberapa bagian, yaitu: |

a. Pencapaian hasil kerja individu atau institusi, yang menyiratkan bahwa
kinerja adalah produk akhir dari keuntungan individu atau organisasi.

b. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, pegawai atau instansi
diberikan kedudukan dan tugas, yang mengandung arti bahwa pegawai
atau instansi diberi hak dan wewenang untuk ditindaklanjuti, sehingga
pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan tujuan masing-masing.

c. Pekerjaan diselesaikan secara sah, yaitu dalam melaksanakan tugas
pegawai atau instansi harus mengikuti standar yang telah ditetapkan.

d. Pekerjaan tersebut sesuai dengan etika atau moral, menyiratkan bahwa
selain memperhatikan standar yang telah ditetapkan, tentunya

pekerjaan tersebut harus baik dan bermoral secara keseluruhan.




2. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan sesuatu metode manajemen dalam
memperhitungkan keefektivitasan suatu aktivitas yang dilakukan
berlandaskan target, standar, serta kriteria yang sudah diresmikan dalam
sesuatu anggaran. Evaluasi kinerja dilakukan bertujuan untuk
memperhitungkan hasil kerja, sehingga bisa menclong manajer unit kerja
dalam memonitor serta membetulkan kinerja dalam rangka penuhi
tuntutan akuntabilitas publik.

Evaluasi kinerja digunakan buat memperhitungkan kemajuan
pekerjaan atas pencapaian tujuan serta target yang didetetapkan,
tercantum informasi  efisiensi pemakaian sumber daya dalam
menghasilkan barang serta jasa, kualitas barang serta jasa, perbandingan
antara hasil serta sasaran, dan yang terakhir merupakan efektivitas
kegiatan dalam menggapai tujuan.

Evaluasi kinerjamerupakan salah satu tugas berari untuk
dilakukan oleh seorang manajer ataupun pimpinan. Aktivitas penilaian ini
berguna, sebab bisa digunakan untuk memperbaiki keputusan- keputusan
personal serta membagikan umpan balik untuk para pegawai tentang
kinerja mereka.

Penilaian kinerja jadi bagian dari proses pengendalian manajemen
yang bisa digunakan selaku perlengkapan pengendalian. Pengendalian
manajemen lewat sistem evaluasi kinerja dilakukan dengan metode
menghasilkan tata cara hadiah serta hukuman. Sistem pemberian hadiah
serta hukuman digunakan selaku perangsang untuk perencanaan

strategi. Sistem evaluasi kinerja serta tata cara hadiah serta hukuman



10

wajib didukung dengan manajemen kompensasi yang mencukupi.
Manajemen kompensasi ialah mekanisme berarti untuk menekan serta
memotifasi manajer untuk menggapai tujuan organisasi. Insentif negatif
bila tujuan tidak tercapai disebut hukuman. Peran penting adanya hadiah
dalam suatu organisasi merupakan untuk mendesak tercapainya tujuan
organisasi serta untuk menghasilkan kepuasan untuk tiap orang.

Bagi Dedi (2011: 157) Untuk memperhitungkan suatu kinerja
hingga dilakukan dengan pengukuran terhadap kinerja, untuk
memperhitungkan sukses tidaknya sesuatu organisasi, program ataupun
aktivitas, tidak hanya itu yang lebih berarti merupakan apakah sudah
menggapai keberhasilan yang sudah ditergetkan pada saat perencanaan.
Pengukuran kinerja ialah instrumen yang digunakan untuk menialai hasil
akhir penerapan aktivitas terhadap sasaran serta tujuan aktivitas yang
sudah diresmikan sebelumnya. Tujuan kinerja sektor publik adalah
sebagai berikut:

a. Untuk mengenali tingkatan ketercapaian tujuan organisasi
Pengukuran kinerja pada organisiasi publik digunakan untuk
mengenali ketercapaian tujuan organisasi. Evaluasi kinerja berperan
selaku tonggak yang menampilkan tingkatan ketercapaian tujuan serta
juga menampilkan apakah organisasi berjalan sesuai arah dari tujan
yang diresmikan. Bila terjalin penyimpangan dari arah yang
semestinya, pimpinan bisa melaksanakan aksi koreksi serta revisi

dengan segera.
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b. Sediakan fasilitas pembelajaran pegawai

Pengukuran kinerja ialah pendekatan sistematik serta
terintegrasi untuk membetulkan kinerja organisasi dalam rangka
menggapai tujuan strategik organisasi dan mewujudkan visi serta
misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan membetulkan hasil dari
usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap
tujuan organisasi.

c. Membetulkan kinerja periode-periode selanjutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pendidikan untuk
membetulkan kinerja di masa mendatang. Pelaksanaan sistem
pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan membentuk
budaya berprestasi didalam organisasi. Budaya kinerja ataupun
budaya berprestasi bisa diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja
sanggup menghasilkan suasana organisasi sehingga tiap orang dalam
organisasi dituntut untuk berprestasi. Untuk menghasilkan suasana itu,
dibutuhkan revisi kinerja secara terus menerus.

d. Membagikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan
keputusan pemberian penghargaan serta hukuman.

Pengukuran kinerja bertujuan membagikan dasar sistematik
bagi manajer untuk membagikan penghargaan, misainya: peningkatan
pendapatan, tunjangan, serta promosi. Ataupun hukuman, misalnya:
pemutusan kerja, penundaan promosi serta teguran.

Syafrizal (2014:55) dalam hal perencanaan pembangunan dalam

kinerja pemerintah dibagi menjadi tiga yaitu:
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a. Pengaturan jarak jauh

Pengaturan jarak jauh sebagai aturan mencakup waktu 10-25
tahun. Dalam waktu permintaan baru, kemajuan jangka panjang
mencakup waktu 25 tahun sebagaimana ditentukan dalam Garis-
Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Untuk sementara, saat ini,
rencana kemajuan jangka panjang, baik nasional maupun daerah,
mencakup waktu 20 tahun. Bahkan ada jenis penyusunan kemajuan
yang berjangka waktu 10 tahun, seperti Rencana Induk
Pengembangan (RIP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Rencana jarak jauh biasanya disebut sebagai pengaturan sudut
pandang yang berisi arah pembangunan secara umum. Pada
akhirnya, pengaturan jarak jauh mengandung perspektif yang jauh
tentang sistem pengembangan yang siap sesuai dengan keinginan
daerah secara keseluruhan.

Pengaturan jarak jauh lebih berskala makro (menyeluruh) dan
tidak termasuk program dan kegiatan yang diperinci. Sedangkan
bagian yang dibahas meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, dan
penataan ruang. Selain itu, penyusunan yang berlarut-larut juga
mencakup tahap-tahap perbaikan untuk setiap rentang waktu lima
tahun. Hal ini harus difakukan agar penataan jangka menengah dapat
dimanfaatkan sebagai semacam perspektif untuk penataan jangka
menengah.

b. Pengaturan Jangka Menengah
Pengaturan jangka menengah biasanya mencakup waktu 4-5

tahun, tergantung pada masa jabatan presiden atau kepala daerah.
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Penyusunan jangka menengah memiliki waktu 5 tahun yang
disiapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Penataan jangka menengah pada dasarnya adalah penggambaran
penataan jangka panjang dengan tujuan agar lebih fungsional.
Penyusunan jangka menengah juga mencakup tujuan dan sasaran
perbaikan kuantitatif dan kualitatif sehingga penyusunannya menjadi
lebih terukur dan mudah digunakan sebagai alasan pengamatan dan

penilaian.

c. Pengaturan Sesaat

Penataan sesaat biasanya hanya berlangsung selama 1
tahun, sehingga biasa disebut penataan tahunan. Penataan ini pada
dasarnya merupakan gambaran dari rencana jangka menengah.
Terlebih iagi, program tahunan ini sangat fungsional karena
menggabungkan  proyek  dan kegiatan, lengkap dengan
pendanaannya. Pengaturan tahunan ini bahkan menyertakan
petunjuk dan fokus pelaksanaan untuk setiap program dan tindakan.
Susunan tahunan ini kemudian digunakan sehagai dasar utama
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada
tingkat nasional (RAPBN) maupun tingkat daerah
{(RAPBD).Penyusunan tahunan yang mencakup seluruh wilayah
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan
secara khusus untuk suatu wilayah atau bidang disebut Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
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Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti menyimpulkan
bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari
suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan
realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang
ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan

selama periode anggaran.

4. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam pertanggung
jawaban penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan
kepadanya. Secara umum, laporan ini menyediakan informasi tentang
posisi keuangan, kinerja dan arus kas dalam satu periode. Dalam konteks
daerah, laporan ini ditujukan bagi pengguna laporan di luar pemerintah
daerah untuk menilai dan mengambil keputusan. Disini, sumber informasi
adalah pemerintah daerah yang bersangkutan.

Laporan keuangan tersebut berisi ringkasan dari suatu proses
pencatatan, transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku
yang bersangkutan. Ukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah
strategis, sasaran strategis, inisiatif strategis dan implementasi mampu
memberikan kontribusi dalam menghasilkan keuntungan bag; masing-
masing instansi, oleh karena itu laporan keuangan sangat penting karena
merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi.

Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu

taporan keuangan pokok adatah:
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a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan  Realisasi  Anggaran  adalah laporan  yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan
belanja dengan realisasinya dalam satu periode tertentu yang
menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Laporan ini mengungkapkan kegiatan Keuangan Pemerintah
pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) / Anggaran
Pendapatan dan Belanja (APBD)

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengeloiaan
Keuangan Dazerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan
Realisasi Anggaran terdiri dari:

1) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang
menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak Pemda dan tidak perlu dibayar
kembali oleh Pemda.

Pendapatan dibagi menjadi 3 kategori:

a) Pendapatan asii daerah
Merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber
ekonomi asli daerah.

b) Dana perimbangan
Merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran
pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada daerah

untuk membiayai kebutuhan dananya.
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¢) Lain-lain pendapatan yang sah
Adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari dana bantuan
dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan
tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda.

Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu:
a) Belanja Aparatur Daerah
Merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara
langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara
langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan
dinas,pembelian bangunan gedung, dan lain sebagainya.
b) Belanja Pelayanan Publik
Merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati
secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya
pembangunan jembatan dan jalan raya dan sebagainya.
c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
3) Pembiayaan
Adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang
dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan dikelompokkan menjadi :



18

a) Sumber penerimaan daerah, yaitu
Sisa lebih anggaran penerimaan tahun laluy, penerimaan
pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang
dipisahkan dan transfer dari dana cadangan.
b) Sumber pengeluaran daerah, yaitu :
Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan
modal, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih anggaran tahun
sekarang.
b. Neraca
Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh
suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca
akan tergambar elemen-elemen yang menyusun eniitas tersebut,
sehingga neraca sering disebut sebagai potret posisi keuangan suatu
entitas.
c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas adalah arus masuk, arus keluar kas dan
setara kas pada bendahara umum daerah. Penyajian laporan arus kas
adalah untuk menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.
d. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan ini menyampaikan ikhtisar pencapaian kinerja selama
periode tertentu, kebijakan akuntansi yang digunakan penjelasan
masing-masing perkiraan laporan keuangan dan informasi tambahan

yang diperlukan. Catatan atas laporan keuangan ini meliputi penjelasan
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atau daftar terinci atau suatu pos yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas
laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi

yang digunakan oleh entitas pelaporan.

5. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Setiap pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Keuangan
Daerahnya menggunakan beberapa analisis rasio kinerja keuangan daerah
yang antara lain: analisis varians belanja, analisis keserasian belanja,
analisis pertumbuhan belanja, rasio belanja langsung terhadap total
belanja, rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja, analisis rasio
efektivitas dan efisiensi belanja.
a. Analisis Varians Belanja
Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan
atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada
tahun anggaran yang tersedia di tahun anggaran tersebut. Dalam hal
belanja daerah terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan
batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah.
Dapat dikatakan baik dari hasil varians ini adalah apabila
pemerintah daerah dapat melakukan efisiensi belanja. Apahila
pemerintah tidak dapat melakukan -efisiensi belanja maka dapat
dikategorikan adanya indikasi dari kinerja keuangan belanja daerah
yang kurang baik atau dikarenakan adanya jumlah realisasi belanja
yang lebih besar dari jumlah anggaran yang ditargetkan.
Selisih realisasi belanja yang dianggarkan yang cukup signifikan

bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan
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adanya efisiensi anggaran. kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih
kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam
perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau
tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada
program atau kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah
diamanahkan dalam anggaran. Rumus pengukuran kinerjanya menurut

Mahmudi (2010:157) adalah sebagai berikut:

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja - Anggaran Belanja

b. Analisis Pertumbuhan Belanja
Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui
perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan
belanja ditakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-
masing belanja. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan
pendapatan. Pertumbuhan belanja daerah menurut Mahmudi (2010:160)

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

. Rea. Belanja Thn, — Rea. Belanja Thn, — 1
Pertumbuhan Belanja Thn, = Realisasi Belanja Thn, — 1 X100%
-

c. Analisis Keserasian Belanja
Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan
untuk menilai keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait
dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas.
Analisis  keserasian belanja bermanfaat  untuk mengetahui

keseimbangan antar belanja.
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Analisis ini antara lain:
1) Analisis Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja
Analisis proporsi belanja tidak langsung bermanfaat untuk
kepentingan manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk
pengendalian biaya dan pengendalian anggaran. Belanja tidak
langsung merupakan analisis yang membandingkan belanja tiap-tiap
fungsi belanja tidak langsung terhadap total belanja dalam APBD.
Rasio belanja tidak langsung menurut Mahmudi (2010:162)

merumuskan sebagai berikut:

, . Total Belanja Tidak Langsung
Rasio Belanja Tidak Langsung = Total Belanja X100%

2) Analisis Belanja Langsung
Analisis belanja langsung menginformasikan mengenai porsi
belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja langsung yang
digunakan oleh instansi pemerintah. Belanja langsung adalah
belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas). Rasio
belanja langsung menurut Mahmudi (2010:165) merumuskan

sebagai berikut;

. . Rasio Belanja Langsung
Rasio Belanja Langsung = Total Belanja X 100%

d. Rasio Efektivitas Belanja
Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan

penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas
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anggaran yang tersedia, dapat pula mencapai tujuan dan sasaran
seperti apa yang telah direncanakan. Semakin besar kontribusi
pengeluaran yang dilakukan terhadap nilai pencapaian tujuan atau
sasaran yang ditentukan dapat dikatakan efektif proses kerja dari
unit kerja dimaksud. Rasio efektivitas menurut Mardiasmo

{2009:54) merumuskan sebagai berikut:

’ Realisasi Anggaran Belanja
Rasio Efektivitas = 2 X 100%
Anggaran Belanja

e. Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi
anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran
belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur
tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Rumus pengukuran kinerjanya menurut Mardiasmo (2009:66)

adalah sebagai berikut:

... . Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Rasio Efisiensi = — - X 100%
Realisast Anggaran Belanja

6. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, yaitu:
a. Akuntabilitas
Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi

pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
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Pertanggung jawaban tersebut disampaikan melalui laporan keuangan
pemerintah secara periodik.
b. Manajerial
Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan
pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian
yang efektif atas seluruh aset, hutang dan ekuitas dana.
¢. Transparansi
Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang
digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik
oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut SFAC No. 4 (

Statement of Financial Accounting Concepts) Muindro (2013:21) bagi

organisasi pemerintah tujuan laporan keuangan adalah:

1) Laporan keuangan organisasi pemerintah hendaknya dapat
memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya
dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi
sumber daya organisasi.

2) Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya
dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi
pemerintah serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi

pelayanan tersebut.
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3) Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon
penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya
dalam menilai kinerja manajer organisasi atas pelaksanaan
tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.

4) Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi pemerintah
selama satu periode, serta informasi mengenai usaha dan hasil
pelayanan secara bersama-sama yang dapat menunjukkan
informasi yang berguna untuk menilai kinerja.

5) Memberikan penjelasan untuk membantu pemakai dalam

memahami informasi keuangan yang diberikan.

7. Manfaat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Banyak pihak yang masih berpandangan bahwa penyajian laporan
keuangan merupakan formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan
perundangan saja. Laporan keuangan yang disajikan belum benar-benar
dimanfaatkan  sebagai dasar pengambilan keputusan.  Kurang
dimanfaatkannya laporan keuangan itu karena masih rendahnya budaya
akuntabilitas dan budaya membuat laporan keuangan. Penyebab lainnya
adalah masih adanya masyarakat yang kurang rasional atau cenderung
emosional dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Secara
spesifik, menurut Mahmudi (Evelina 2018:38) manfaat penyajian laporan
keuangan adalah:
a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi

kondisi kesehatan keuangan pemerintah.




d.

e.
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- Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi

kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang

telah dan akan terjadi.

. Memberikan  informasi  keuangan untuk  memonitor kinerja,

kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang
telah disepakati, dan ketentuan tain yang disyariatkan.

Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
Memberikan informasi untuk mengevaluasi kKinerja manajerial dan

organisasional,

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris sangat diperlukan guna sebagai tambahan referensi

dan sebagai salah satu bahan pemikiran bagi peneliti dalam penelitian ini.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang sudah membahas tentang

kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No ;| Namaftahun Judul Metode Hasil Penelitian
1 | Juliani Dora | “Analisis Kinerja Kualitatif Hasil analisis
(2017) Keuangan Daerah mentinjukkan
Pemerintah Kota bahwa secara
Yogyakarta Tahun umum kinerja
2010-2014” keuangan
pemerintah
Kota
Yogyakarta
baik. Hal ini
ditunjukkan
dengan rata-
rata derajat
desentralisasi
rendah.
2 Evelina “Analisis Kinerja Kualitatif Hasil  analisis
Lasrianti Keuangan Badan menunjukkan
Aruan Perencanaan dan bahwa dari
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(2018)

Pembangunan
Daerah (Bappeda)
Provinsi Sumatera
Utara”

tahun 2012-
2016 dilihat dari
analisis
keserasian
belanja
menunjukkan
kinerja
keuangan yang
tidak baik,
analisis
pertumbuhan
belanja
dikatakan baik,
analisis varians
belanja dapat
dikatakan baik,
rasio
efektivitasnya
penggunaan
anggaran
selama lima
tahun dapat
dikatakan cukup
efektif, rasio
efisiensinya
dikatakan cukup
efisien.

Mochammad
Faisal Hakim
(2018)

“Analisis Kinerja
Keuangan pada
Pemerintah Daerah
Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran
2010-2016

Kualitatif

Hasli  analisis
menunjukkan
bahwa kinerja
keuangan
pendapatan
daerah
kabupaten
sleman secara
umum
dikatakan baik.
Kinerja
keuangan
belanja daerah
pemerintah
kabupaten
Sleman secara
umum dapat
dikatakan baik.

Elyang
{(2019)

“Analisis
Perencanaan dan
Realisasi Anggaran
Pendapatan dan
Belanja pada Kantor

Kualitatif

Hasil analisis
menunjukkan
bahwa badan
pengelola
keuangan




27

Badan Pengelola
Keuangan Daerah
{BPKD) Prov. Sul-
Sel Tahun2016-
2017”

daerah

berhasil
menyusun dan
merencanakan
anggarannya
dengan baik
sampai tahap
terealisasi,
hamun realisasi
anggaran
tersebut telah
berjalan cukup
efektif akan
tetapi kurang
efisien di tahun
2016 sampai
dengan 2017,
yang
dikarenakan
pengeluarannya

lebih besar
daripada
pendapatannya.
Desi Ratna | “Analisis Kinerja Kualitatif Hasil analisis
Sari (2020) | Keuangan Daerah menunjukkan
dengan Pendekatan bahwa dengan
Value For Money pendekatan
pada Badan Efektivitas,
Pengelola Keuangan Efisiensi,
dan Aset Daerah Ekonomis, dan
(BPKAD) Provinsi Outcome

Sumatera Selatan”
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C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah miniatur dari keseluruhan proses penelitian,
berdasarkan teori yang peneliti kaji maka untuk menjawab pertanyaan dari
penelitian, selanjutnya digambarkan kerangka konsep berikut ini:

Gambar 1.1 Kerangka Konsep

Laporan Keuangan Laporan
Realisasi Angegaran (LRA)

v

Kinerja Keuangan

Analisis Analisis Analisis
Varians - Pertumbuhan |—{ Keserasian
Belanja Belanja Belanja

Rasig Rasio
Efektivitas tfisiensi

4

Belanja
Tidak
Langsung

A

Belanja
Langsung

v

Kesimpulan




BAB Ili
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif
kualitatif. Analisisnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan
mendalam. Jenis penelitian ini juga berupa metode penelitian yang dilakukan
terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat
sampai tuntas. Kasus yang dimaksud bisa berupa individu atau kelompok.

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan, serta
menganalisis data yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek
yang diteliti, untuk kemudian diproses dan dianalisis lalu ditarik
kesimpulannya.

Menurut Bogdan dan Taylor (Sujarweni, 2014:18) menjelaskan bahwa
penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang
diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang
mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari
suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam
suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh,

komprehensif, dan holistik.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pemerintahan Kota Makassar
yang Beralamat Di JlLAhmad Yani No.2, Bulo Gading, Kec.Ujung
Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos. 90111

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan kurang lebik 2 bulan terhitung mulai

Bulan Juni sampai dengan Bulan Agustus 2021.

C. Sumber Data

Data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan dari berbagai sumber.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Kota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017-2019. Sumber data yang
digunakan berasal dari kantor Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi

Seiatan.

D. Teknik Pengumpuian Data

Penelitian dilakukan dengan mencari data sekunder dengan
mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-
dokumen yang ada pada instansi dengan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi ini melakukan pengumpulan data dari Bappeda
Provinsi Sumatera Utara berupa data umum dan data khusus. Data umum
berupa gambaran umum Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
dan Struktur Organisasinya. Sedangkan, data khusus berupa Laporan
Realisasi Anggaran Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tahun

2017-2019.
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Teknik selanjutnya adalah dokumentasi, penelitian yang dilakukan
dengan cara mempelajari literatur yang berhubungan dengan judul yang
diajukan, sebagai landasan teori sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk
membuktikan judul yang diajukan.

E. Metode Analisis

Teknik analisis data dengan metode deskriptif kualitatif adalah metode
dengan mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang sudah
didapatkan di lapangan dengan melakukan penjelajahan, kemudian dilakukan
pengumpulan data sampai mendalam, mulai dari observasi hingga
penyusunan laporan, Sugiyono (2002:34). Berdasarkan metode analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang didasarkan pada Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis
belanja kita dapat membuat analisis anggaran antara lain
1. Analisis Keserasian Belanja

Merupakan analisis yang dilakukan  untuk mengetahui
keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait dengan fungsi
anggaran sebagai alat distribusi. Agar fungsi anggaran tersebut pemerintah
daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Adapun kriterianya sebagai
berikut:

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja

Kriteria Keserasian Belanja Ukuran
Belanja Langsung > Belanja Tidak Baik
Langsung

Belanja Langsung < Belanja Tidak Tidak Baik
Langsung
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Analisis ini antara lain:

a. Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja
Merupakan analisis yang membandingkan belanja tidak langsung pada
tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut;

Total Belanja Tidak Langsung

Rasio Belanja Tidak Langsung = Total Belanja

X 100%

b. Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja
Perbandingan antara total belanja langsung dengan total belanja
yang ada pada realisasi. Menginformasikan mengenai porsi belanja
daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Merupakan belanja
yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran,
sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

: . Rasio Belanja Langsung
Rasio Belanja Langsung =

X 100%

Total Belanja

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa
jauh pertumbuhan realisasi anggaran belanja yang signifikan selama
periode penggunaan anggaran dari tahun ke tahun apakah bersifat positif

atau negatif dalam penggunaan anggaran yang ada pada instansi untuk

membiayai semua kegiatan-kegiatannya.
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Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

. Rea. Belanja Thn, — Rea. Belanja Thn, — 1
Pertumbuhan Belanja Thn, = Realisasi Belanja Thn, — 1 X100%
t

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan
atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria

penilaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja Ukuran
Naik Positif
Turun Negatif

3. Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Belanja

Merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan

anggaran belanja. Digunakan untuk mengukur tingkat penghematan

anggaran yang dilakukan pemerintah

Rumus Pengukuran Efektivitas:

. L. Realisasi Anggaran Belanja
Rasio Efektivitas = -
Anggaran Belanja

X 100%

Kriterianya sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja

Kriteria Efektivitas Belanja Persentase (%)

Sangat Efektif Lebih dari 100%

Efektif 90-100%




Cukup Efektif

80-90%

Kurang Efektif

60-80%

Tidak Efektif

Dibawah 60%

Rumus Pengukuran Efisiensinya:

Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Rasio Efisiensi =

Realisasi Anggaran Belanja

X100%

Kriterianya sebagai berikut:

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja Persentase (%)
Sangat Efisien <60%
Efisien 60-80%
Cukup Efisien 81-90%
Kurang Efisien 91-100%
Tidak Efisien >100%

4. Analisis Varians Belanja
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Merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara

realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui

efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun

anggaran.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

L Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja - Anggaran Belanja]
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pembangunan yang meliputi industri, perdagangan,
investasi, energi dan sumber daya mineral, pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan, pariwisata, koperasi
dan UKM.

8) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum
Mempunyai tugas menyusun rencana, mengkoordinasikan
penyusunan, perencanaan di bidang Sosial Budaya.

9) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Mempunyai tugas menyusun rencana, mengkoordinasikan
penyusunan, perencanaan di Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah.

B. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan
untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait
dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi. Agar fungsi anggaran
tersebut pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Adapun
kriterianya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Penilaian Kinerja Keserasian Belanja

Kriteria Keserasian Belanja Ukuran

Belanja Langsung > Belanja Tidak Langsung Baik

Belanja Langsung < Belanja Tidak Langsung Tidak Baik




Tabel 4.2
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Rekapitulasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Makassar

Tahun

Anggaran

Realisasi

Belanja Tidak
Langsung

Belanja
Langsung

2017

3,685,763,117,000

3,312,532,290,887

2,679,955,886,282

632,376,404,605

2018

4,086,495,359,000

3,522,986,464,879

2,776,033,750,162

746,952,714,735

2019

4,176,183,531,400

3,548,006,636,749

2,663,769,704,066

884,236,932,682

Tabel 4.3

Selisih Realisasi Anggaran

Tahun Anggaran Realisasi Selisih
2017 3,685,763,117,000 | 3,312,532,290,887 | 373.230.826.113
2018 4,086,495,359,000 | 3,522,986,464,879 | 563.508.894.121
2019 4,176,183,531,400 | 3,548,006,636,749 | 628.176.894.651

a. Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Merupakan analisis yang membandingkan belanja tidak langsung

pada tiap-tiap fungsi terhadap total belanja dalam APBD.

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

Rasio Belanja Tidak Langsung =

Total Belanja Tidak Langsung

Total Belanja

X 100%
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Tabel 4.4
Analisis Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Tahun
Anggaran 2017-2019

Tahun Total Belanja Total Belanja Rasio (%)
Anggaran Tidak Langsung
2017 2,679,955,886,282 | 3,312,532,290,887 80%
2018 2,776,033,750,162 | 3,522,986,464,879 79%
2019 2,663,769,704,066 | 3,548,006,636,749 76%
Total 8,119,759,340,510 | 10,383,525,392,515 78%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat jika perubahan dan
struktur total belanja tidak langsung selalu mengatami perubahan dari
tahun 2017-2019. Perubahan yang ditunjukkan adalah perubahan rasio
persentase yang terus mengalami penurunan meskipun dengan selisih
yang tidak begitu banyak.

Pada tahun 2017 total belanja mencapai angka persentase
sebesar 80% pada table belanja tidak langsung, dengan total belanja
tidak langsung sesuai dengan yang tertera pada tabel tersebut adalah
sebesar Rp. 2,679,955,886,282.

Pada tahun 2018 total belanja mengalami penurunan yang
terdapat pada tabel belanja tidak langsung dengan menunjukkan angka
persentase sebesar 79%, ini terbukti mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya yang mencapai angka persentase sebesar 80%, dengan
total belanja tidak langsung pada tahun 2018 sebesar Rp.

2,776,033,750,162.
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Pada tahun 2018 total belanja yang terdapat pada tabel belanja
tidak langsung juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,
menunjukkan angka persentase sebesar 76% sementara tahun
sebelumnya sebesar 79%. Total belanja tidak langsung pada tahun
2019 sebesar Rp. 2,663,769,704,066.

Berdasarkan tabel dari hasil perhitungan yang sesuai dengan
rumus pengukuran kinerja dari rasio belanja tidak langsung terhadap
total belanja pada tiga tahun anggaran selalu mengalami perubahan.
Perubahan yang ditunujjak adalah perubahan yang terus mengalami
penurunan rasio persentasenya yaitu pada tahun 2017 sebesar 80%,
pada tahun 2018 sebesar 79%, pada tahun 2019 sebesar 76%.
Sedangkan total belanja tidak langsung seluruhnya adalah sebesar Rp.
8,119,759,340,510 dengan persentase sebesar 78%

b. Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja
Perbandingan antara total belanja langsung dengan total belanja
yang ada pada realisasi. Menginformasikan mengenai porsi belanja
daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Merupakan belanja
yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran,
sehingga belanja operasi sifatnya jangka pendek.

Rumus pengukuran kinerjanya adatah sebagai berikut:

. . Rasio Belanja Langsung
Rasio Belanja Langsung = Total Belanja X100%
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dan belanja tak terduga. Pada tahun 2017 penggunaan anggaran pada
belanja tidak langsung sebesar 80% atau sekitar Rp. 2,679,955,886,282
, sedangkan total persentase untuk belanja langsung adalah sebesar
20% atau sekitar Rp. 632,376,404,605, dari total anggaran belanja
dalam APBD. Pada tahun ini keserasiannya dikatakan tidak baik,
karena persentase belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja
langsung.

Pada tahun 2018 penggunaan anggaran pada alokasi belanja
tidak langsung mengalami penurunan menjadi 79% atau sekitar Rp.
2,776,033,750,162. Sedangkan untuk alokasi anggaran belanja
langsung mengalami kenaikan yang berada pada persentase sebesar
21% atau sekitar Rp. 746,952,714,735. pada tahun ini penggunaan
anggaran terfokus kepada belanja tidak langsung, dan pada tahun ini
juga dikatakan tidak baik.

Pada tahun 2019 penggunaan anggaran pada belanja tidak
langsung mengalami penurunan, tingkat persentase mencapai angka
76% atau sekitar Rp. 2,663,769,704,066. Sedangkan untuk alokasi
anggaran belanja langsung mengalami kenaikan dengan tingkat
persentase yang menunjukkan angka sebesar 24% atau sekitar Rp
884,236,932,682. Pada tahun ini keserasian belanjanya juga dapat
dikatakan tidak baik.

Penggunaan anggaran dari tahun 2017-2019 terfokus pada
alokasi belanja tidak langsung dengan total belanja tidak langsung
sebesar Rp. 8,119,759,340,510 atau dengan rasio persentase yang

menunjukkan angka sebesar 78%. Sedangkan total belanja langsung



48

lebih kecil dari total belanja tidak langsung sebesar 2,263,566,052,022
atau dengan rasio persentase sebesar 22%. Jika dilihat dari kriteria
analisis keserasian belanja antara belanja langsung dan belanja tidak
langsung, maka berdasarkan analisis menunjukkan bahwa dari tahun
2017-2019 dapat dikatakan tidak baik karena rasio persentase belanja
tidak langsung lebih tinggi dari pada rasio persentase belanja langsung,
berarti dalam hal ini penggunaan anggaran di Bappeda Kota Makassar
Sulawesi Selatan dapat dikatakan tidak baik selama 2017-2019 karena
penggunaan anggaran belanjanya masih terfokus kepada belanja tidak

langsung.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja merupakan analisis yang digunakan
untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan realisasi anggaran belanja
yang signifikan setama periode penggunaan anggaran dari tahun ke
tahun apakah bersifat positif atau negatif dalam penggunaan anggaran
yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya.

Berdasarkan pertumbuhan realisasi belanja baik berupa kenaikan
atau penurunan belanja selama kurun waktu tertentu maka, kriteria
penitaian kinerjanya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7
Kriterla Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja Ukuran

Naik Positif

Turun Negatif




Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:
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Pertumbuhan Belanja Thn, =

Rea. Belanja Thn, — Rea. Belanja Thn, — 1

X 100%

Realisasi Belanja Thn, — 1

Tabel 4.8
Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun Angaran 2017-2019

Uraian 2017-2018 2018-2019 Total
Rea. Belanja Thn, — 1 | 3,312,532,290,887 | 3, 522 986,464,879 | 6,835,518,755,766
Rea. Belanja Thn, 3,522,986,464,879 | 3,548,006,636,749 | 7,070,993,101,628
Pertumbuhan 210,454,173,992 25,020,171,870 235,474,345,862
% 6% 1% 3%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan anggaran
belanja pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan dan bernilai positif
karena pertumbuhan belanja pada tahun ini mengalami penambahan
sebesar Rp. 210,454,173,992, dengan persentase sebesar 6%.
Selanjutnya pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2018-2019
kembali mengalami kenaikan dan bernilai positif karena pertumbuhan
belanja pada tahun ini mengalami penambahan sebesar Rp.
25,020,171,870 dengan persentase sebesar 1%.

Pertumbuhan belanja Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan dari tahun 2017-2019 dapat dikatakan bemilai positif karena
mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari

bertambahnya jumlah belanja. jika dilihat dari total keseluruhannya
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mengalami pertumbuhan sebesar 3% dengan sisa anggaran sebesar Rp.
235,474,345,862.
3. Analisis Rasio Efektivitas Belanja
Analisis rasio efektivitas belanja merupakan perbandingan antara

realisasi belanja dengan anggaran belanja. Digunakan untuk mengukur
tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah

Kriterianya sebagai berikut:

Tabel 4.9

Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas Belanja

Kriteria Efektivitas Belanja Persentase (%)
Sangat Efektif Lebih dari 100%
; Efektif 90-100%
Cukup Efektif 80-90%
Kurang Efektif 60-80%
Tidak Efektif Dibawah 60%

| Rumus Pengukuran Efektivitas:

) o Realisasi Anggaran Belanja
Rasio Etektivitas = : X 100%
Anggaran Belanja

Tabel 4.10
Rasio Efektivitas Belanja Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran Realisasi Rasio Efektivitas

2017 3,685,763,117,000 | 3,312,532,290,887 90%
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2018 4,086,495,359,000 | 3,522,986,464,879 86%
2019 4,176,183,531,400 | 3,548,006,636,749 85%
Total 11,948,442,007,400 | 10,383,525,392,515 87%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa selama
periode tahun anggaran 2017-2019 tingkat efektivitas anggaran yang ada
pada instansi Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan terus
mengalami perubahan. Perubahan yang ditunjukkan adalah perubahan
yang terus menurun. Dapat dilihat dari hasil persentase rasio efektivitas
yang terus mengalami penurunan.

Pada tahun 2017 tingkat efektivitas dari anggaran belanja berada
pada persentase 90% yang menunjukkan angka kisaran realisasi sebesar
Rp. 3,312,532,290,887, pada tahun ini anggaran dapat dikatakan efektif.

Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang dapat dilihat dari
rasio persentase yang menunjukkan angka selisisih 4% dengan
persentase hanya 86% yang berada pada realisasi anggaran sebesar Rp.
3,522,086,464,879, meskipun mengalami penurunan yang banyak tetapi
tidak mengurangi nilai ke efektivitasan pengguna anggaran pada instansi,
di tahun ini dapat dikatakan penggunaan anggaran cukup efektif.

Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya yang dapat dilihat dari rasio persentasi yang menunjukkan
angka selisih 1% denga persentase hanya 85% yang berada pada
realisasi anggaran sebesar Rp. 3,548,006,636,749. Pada tahun ini
penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya memiliki kesamaan yaitu

dapat dikatakan cukup efektif.
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Rasio efektivitas belanja yang ditunjukkan berdasarkan
perhitungan dan kriteria yang ditetapkan mengalami penurunan dari tahun
2017-2019. Total penggunaan anggaran dikategorikan efektif dan cukup
efektif dengan rasio persentase sebesar 87%. Artinya adalah realisasi
anggaran yang ditetapkan sudah terpenuhi dari target yang ditetapkan,
dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di instansi sudah maksimal

dalam hal petaksanaannya.

4. Analisis Rasio Efisiensi Belanja
Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi
anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.
Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat
penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rumus pengukuran

kinerjanya menurut Mardiasmo (2009:66) adalah sebagai berikut:

. . . Realisasi Anggaran Belanja Langsung
Rasio Efisiensi = —— . X100%
Realisasi Anggaran Belanja

Kriterianya sebagai berikut:
Tabel 4.11

Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi Belanja Persentase (%)
Sangat Efisien <60%
Efisien 60-80%
Cukup Efisien 81-90%
Kurang Efisien 91-100%
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Tidak Efisien >100%

Tabel 4.12

Rasio Efisiensi Belanja Tahun Anggaran 2017-2019

Tahun Anggaran Belanja Rasio Efesiensi
Langsung
2017 3,685,763,117,000 | 632,376,404,605 17%
2018 4,086,495,359,000 | 746,952,714,735 18%
2019 4,176,183,631,400 | 884,236,932,682 21%
Total 11,948,442,007,400 | 2,263,566,052,022 19%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahun
2017 tingkat efisiesni realisasi anggaran berada pada persentase 17%
dengan pengguna anggaran belanja fangsung sebesar Rp.
632,376,404,605, dari total anggaran sebesar Rp. 3,685,763,117,000,
maka dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2017sangat
efisien.

Pada tahun 2018 tingkat efisiensi realisasi anggaran berada pada
persentase 18% dengan realisasi anggaran Dbelanja langsung
menunjukkan angka sebesar sekitar Rp. 746,952,714,735, dari total
anggaran sebesar Rp. 4,086,495,359,000. Pada tahun ini terjadi kenaikan
anggaran realisasi belanja sebanyak 1% hal ini menunjukkan bahwa
tahun sebelumya masih lebih baik dari tahun ini dalam hal penghematan

anggaran. Meskipun demikian pada tahun ini dalam hal pengguna
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anggaran masih termasuk dalam kriteria efisiensi belanja yang sangat
efisien.

Pada tahun 2019 tingkat efisiensi realisasi anggaran berada pada
rasio persentase yang menunjukkan angka sebesar 21% dengan realisasi
anggaran belanja langsung menunjukkan angka sebesar Rp.
884,236,932,682, dari total anggaran sebesar Rp. 4,176,183,531,400.
Pada tahun ini kembali terjadi kenaikan anggaran realisasi belanja yang
menunjukkan kenaikan sebesar 3%, hal ini menunjukkan bahwa tahun
sebelumya masih lebih baik dari tahun ini dalam hal penghematan
anggaran. Meskipun demikian pada tahun ini dalam hal pengguna
anggaran masih termasuk dalam kriteria efisiensi belanja yang sangat
efisien.

Berdasarkan tabel perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa
Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun
2017-2019 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka di
bawah 100% bahkan tidak ada yang melebihi dari angka 60% yang
menunjukkan kriteria efisiensi belanja yang sangat efisien, sehingga
dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran
belanja pada tahun 2017-2019 tersebut. Dengan demikian Bappeda Kota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil memenuhi tingkat
efisiensi anggaran belanja melalui program-program yang ada dan telah

dijalankan.




5. Analisis Varians Belanja
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Merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara

realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui

efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun

anggaran.

Kriterianya sebagai berikut:

Tabel 4.13

Kriteria Penilaian Kinerja Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja

Ukuran

Baik

Realisasi Belanja < Anggaran Belanja

Kurang Baik

Realisasi Belanja > Anggaran Belanja

Rumus pengukuran kinerjanya adalah sebagai berikut:

Analisis Varians Belanja = Realisasi Belanja - Anggaran Belanja

Analisis Varians Belanja Tahun Anggaran 2017-2019

Tabel 4.14

Tahun Anggaran Realisasi Varians Belanja Perbandingan
(%)

2017 | 3,685,763,117,000 | 3,312,532,290,887 | 373,230,862,113 90%

2018 | 4,086,495,359,000 | 3,522,986,464,879 | 563,508,894,121 86%

2019 | 4,176,183,531,400 | 3,548,006,636,749 | 628,176,894,651 85%

Total | 11,948,442,007,400 | 10,383,525,392,515 | 1,564,916,614,885 87%
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Pada Tahun 2017 penyerapan realisasi anggaran yang terdapat
pada tabel varians belanja diatas adalah sekitar Rp. 373,230,862,113,
atau sekitar 90% yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan
kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada
pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang
bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan persentase
sekitar 9% dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran
belanja pada instansi.

Pada tahun 2018 penyerapan realisasi anggaran pada tabel
varians belanja tersebut adalah sekitar Rp. 563,508,894,121, atau sekitar
86%, tingkat persentase pada tahun ini menurun dari tahun sebelumnya,
tetapi tidak diikuti dengan penurunan tingkat nominalnya. Terdapat selisih
perbandingan persentasenya sebesar 14%. Meskipun secara
persentasenya kecil , tetapi jika secara nominainya cukup signifikan ,
maka dapat dikatakan kinerjanya baik.

Pada tahun 2019 penyerapan realisasi anggaran pada tabel
varians belanja tersebut adalah sekitar Rp. 628,176,894,651, atau sekitar
85%, tingkat persentase pada tahun ini menurun dari tahun sebelumnya,
tetapi tidak diikuti dengan penurunan tingkat nominainya. Terdapat selisin
perbandingan persentasenya sebesar 15%. Meskipun secara
persentasenya kecil , tetapi jika secara nominalnya cukup signifikan ,
maka dapat dikatakan kinerjanya baik.

Jika di lihat dari semua perubahan dari tahun ke tahun dapat
dikatakan penyerapan penggunaan anggaran sudah cukup efisiensi. Hal

ini ditunjukkan dengan angka rata-rata persentase varians belanja
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mencapai 87%, dan jika dilihat dari kriterianya maka varians belanja pada
Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017-
2019 dapat dikatakan baik, karena realisasi belanja tidak melebihi dari
anggaran belanja. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu
sebesar 90% sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu

sebesar 85%.

C. PEMBAHASAN

1.

Tabel 4.15
Ringkasan Analisis Kinerja Keuangan Bappeda

Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

No Analisis Kinerja Keuangan Hasil Penelitian
1 Analisis Keserasian Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung 78%
b. Belanja Langsung 22%
2 Analisis Pertumbuhan Belanja 3%
3 Analisis Efektivitas Belanja 87%
4 Analisis Efisiensi Belanja 19%
5 Analisis Varians Belanja 87%

Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja merupakan analisis yang dilakukan
untuk mengetahui keseimbangan antara semua belanja yang ada terkait
dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi. Agar fungsi anggaran
tersebut pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.

Analisis Keserasian Belanja menunjukkan bahwa jika belanja tidak
langsung lebih besar dari belanja langsung dianggap baik. Dan jika

belanja pegawai lebih besar dari 50% dalam total belanja, maka dapat



58

dikatakan juga anggaran belanja baik. Analisis keserasian belanja
daerah, secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja
dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Selama tahun 2017-2019 rata-
rata belanja tidak langsung sebesar 78%, sedangkan untuk belanja
langsung sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan
Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari analisis
keserasian belanjanya lebih banyak mengeluarkan anggarannya untuk
biaya belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan
pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan
secara langsung.

Analisis keserasian belanja pada Bappeda Kota Makassar
Provinsi Sulawesi Selatan jika dilihat selama 2017-2019, mengalarmi
dampak baik, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran lebih terfokus
kepada belanja tidak langsung.

Dampaknya jika belanja tidak langsung lebih besar dari pada
belanja langsung maka akan berdampak terhadap pembangunan daerah
yang berakibat berkurangnya dana yang bersentuhan dengan masyarakat
ataupun terhadap program kegiatan instansi. Dan adanya kegiatan yang
belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah.
Dan kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur yang memerlukan
pembiayaan yang relatif besar. Seperti, pembangunan jembatan,
pembangunan jalan, pembangunan masjid, dll. Kenaikan belanja tidak
langsung memberikan dampak negatif terhadap pembangunan daerah

karena lebih memfokuskan kepada penganggaran belanja pegawai untuk
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kebutuhan kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi pegawai.

Solusi dalam mengatasi dampak tersebut adalah perlunya
dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja
tidak langsung guna dialokasikannya untuk keperiuan belanja langsung.
Serta menyusun anggaran beianja dengan memperhatikan faktor efisiensi
dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas.

. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja merupakan analisis yang digunakan
untuk mengetahui seberapa jauh pertumbuhan realisasi anggaran belanja
yang signifikan selama periode penggunaan anggaran dari tahun ke
tahun apakah bersifat positif atau negatif dalam penggunaan anggaran
yang ada pada instansi untuk membiayai semua kegiatan-kegiatannya.

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu
naik. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan
anggaran beianja pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan dan
bernilai positif karena pertumbuhan belanja pada tahun ini mengalami
penambahan sebesar Rp. 210,454,173,992, dengan persentase sebesar
6%. Selanjutnya pertumbuhan anggaran belanja pada tahun 2018-2019
kembali mengalami kenaikan dan bernilai positif karena pertumbuhan
belanja pada tahun ini mengalami penambahan sebesar Rp.
25,020,171,870 dengan persentase sebesar 1%.

Pertumbuhan belanja Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi

Selatan dari tahun 2017-2019 dapat dikatakan bernilai positif karena
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mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari
bertambahnya jumiah belanja. jika dilihat dari total keseluruhannya
mengalami pertumbuhan sebesar 3% dengan sisa anggaran sebesar
Rp. 235,474,345,862.

3. Analisis Efektivitas Belanja

Analisis efektivitas belanja merupakan perbandingan antara
realisasi belanja dengan anggaran belanja. Digunakan untuk mengukur
tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Selama periode tahun anggaran 2017-2019 tingkat efektivitas
anggaran yang ada pada instansi Bappeda Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan terus mengalami perubahan dengan total rata-rata
mencapat angka 87%. Perubahan yang ditunjukkan adalah perubahan
yang terus menurun. Dapat dilihat dari hasil persentase rasio efektivitas
yang terus mengalami penurunan. Rata-rata perhitungannya berada pada
kisaran 80-100%. Jika dilihat dari tingkat kriterianya maka pengguna
anggaran selama lima tahun anggaran tersebut sudah cukup efektif.
Tingkat rasio tertinggi pada tahun 2017 sebesar 90% dan rasio terendah
pada tahun 2019 sebesar 85%. Hal ini masih diatas 80%.

4. Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi belanja merupakan perbandingan antara
realisasi anggaran belanja langsung dengan total reaiisasi anggaran
belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat
penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan tabe! perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa

Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi
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Selatan tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun
2017-2019 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka di
bawah 100% bahkan tidak ada yang melebihi dari angka 60% yang
menunjukkan kriteria efisiensi belanja yang sangat efisien, sehingga
dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran
belanja pada tahun 2017-2019 tersebut. Dengan demikian Bappeda Kota
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil memenuhi tingkat
efisiensi anggaran belanja melalui program-program yang ada dan telah

dijalankan,

5. Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan
atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang berfungsi
untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang
digunakan selama tahun anggaran.

Jika di lihat dari semua perubahan dari tahun ke tahun dapat
dikatakan penyerapan penggunaan anggaran sudah cukup efisiensi. Hal
iniditunjukkan dengan angka rata-rata persentase varians belanja
mencapai 87%, dan jika dilihat dari kriterianya maka varians belanja pada
Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017-
2019 dapat dikatakan baik, karena realisasi belanja tidak melebihi dari
anggaran belanja. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu
sebesar 90% sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu
sebesar 85%.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evelina

Lasrianti Aruan pada tahun 2018 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan
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Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda} Provinsi Sumatera
Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan
rumus: analisis keserasian belanja yang terbagi kepada belanja langsung dan
belanja tidak langsung, analisis efektivitas, analisis varians belanja, analisis
efisiensi dan analisis pertumbuhan belanja. Hasil analisis menujukkan bahwa
kinerja keuangan Bappeda Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2012-2016
dilihat dari analisis keserasian belanja menunjukkan kinerja keuangan yang
tidak baik, karena total keseluruhan belanja tidak langsung sebesar 51% dan
untuk belanja langsung sebesar 49%, sehingga dapat dikatakan Bappeda
Provinsi Sumatera Utara kurang memperhatikan pembangunan daerah.

Dari analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2012-2016 dikatakan baik,
karena terlihat adanya pertumbuhan belanja selama lima tahur dengan total
keseluruhannya sebesar 1%, dengan nilai maksimal 14% pada tahun 2014 dan
nilai minimal 3% pada tahun 2015. Dari analisis varians belanja dari tahun
2012-2016 dapat dikatakan baik, dengan total perbandingan keseluruhannya
adalah sebesar 89%. Namun dilihat dari rasio efektivitasnya penggunaan
anggaran selama lima tahun dapat dikatakan cukup efektif dengan total
keseluruhan rasionya mencapai 83%.. Sedangkan jika dilihat dari rasio
efisiensinya Bappeda Provinsi Sumatera Utara dikatakan cukup efisien dalam
penggunaan anggarannya dari tahun 2012-2016, dengan total keseluruhan
sebesar 34%, maka dalam hal inj Bappeda Provinsi Sumatera Utara teiah
mampu melakukan penghematan anggaran.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Elyang pada tahun 2019
dengan judul penelitian Analisis Perencanaan dan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah
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(BPKD) Prov. Sul-Sel Tahun2016-2017. Jenis penelitian yang digunakan
adalah peneltian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dialah
adalah ringkasan Rencana Kerja Anggaran dan Realisasi Anggaran pada
badan pengelola keuangan daerah (BPKD) tahun 2016 sampai 2017 yang
didapatkan dari laporan tahunan badan pengelola keungan daerah. Teknik
perhitungan yang digunakan dalam penelitian adalah menghitung rasio
efektifitas dan rasio efisiensi realisasi anggaran badan pengelola keungan
daerah. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian
adalah dengan menghitung efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran badan
pengelola keuangan daerah melalui hasil keseluruhan anggaran pendapatan
dan belanja. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data
perencanaan anggaran badan pengelola keuangan daerah berhasil menyusun
dan merencanakan anggarannya dengan baik sampai tahap terealisasi, hamun
realisasi anggaran tersebut telah berjalan cukup efektif akan tetapi kurang
efisien di tahun 2016 sampai dengan 2017, yang dikarenakan pengeluarannya

lebih besar daripada pendapatannya.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada

analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1.

Analisis keserasian belanja pada Bappeda Kota Makassar Provinsi
Sulawesi Selatan jika dilihat selama 2017-2019, mengalami dampak
yang baik, hal ini dikarenakan penggunaan anggaran lebih terfokus
kepada belanja tidak langsung.

Pertumbuhan belanja Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan dari tahun 2017-2018 dapat dikatakan bemilai positif karena
mengalami kenaikan terhadap pertumbuhan belanja, dapat dilihat dari
bertambahnya jumlah belanja. jika dilihat dari total keseluruhannya
mengalami periumbuhan sebesar 3%.

Kinerja keuangan Bappeda kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
dilihat dari analisis efektivitas belanjanya selama tahun 2017-2019
sudah cukup efektif. Dapat dilihat dari rata-rata perhitungannya
adalah sebesar 87%, hal ini masih diatas 80%.

Kinerja keuangan Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
dilihat dari efisiensi belanjanya tahun 2017-2018 semua angka pada
rasio efisiensi menunjukkan angka di bawah 100% bahkan tidak ada
yang melebihi dari angka 60% yang menunjukkan kriteria efisiensi
belanja yang sangat efisien, sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada

pemborosan dalam penganggaran belanja.
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5. Kinerja keuangan Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
dilihat dari varians belanjanya tahun 2017-2019 dapat dikatakan baik,
karena realisasi belanja tidak melebihi dari anggaran belanja.
Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 90%
sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar
85%. Dengan total rata-rata sebesar 87%.

B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan
keterbatasan peneiitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut;
1. Saran bagi instansi Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
adalah:

a. Dari segi perencanaan penganggaran, diharapkan sisi negatif yang
dimaksudkan dengan adanya penghematan anggaran untuk biaya
pemenuhan pada pembiayaan agar penghematan yang dilakukan dapat
memberikan efek yang lebih baik dalam periode tahun berikutnya. Dalam
analisis ini penghematan perencanaan anggaran harus dilaksanakan
dengan memperhatikan kebijakan antara realisasi dan anggaran,
hendaknya juga memperhatikan situasi dan kondisi agar anggaran yang
ada dan sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik.

b. Dari segi pertumbuhan belanja berdasarkan periode tersebut
memberikan gambaran bahwa angka persentase yang ditunjukkan dari
hasil perhitungan bisa saja dijadikan acuan untuk penyusunan anggaran
agar lebih baik lagi di periode tahun anggaran selanjutnya.

c. Dari analisis keserasian belanja dapat disarankan, periu adanya

perhatian khusus dari instansi Bappeda Kota Makassar Provinsi
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Sulawesi Selatan dalam penggunaan anggaran belanja terhadap belanja
langsung. Dimna belanja langsung ini sangat berperan terhadap
kegiatan operasional instansi. Dan sebaiknya Bappeda Kota Mkassar
Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengoptimalkan kinerja instansinya
dengan mengalokasikan penggunaan anggaran pada pembiayaan
belanja langsung, karena ini sudah menjadi urusan tetap yang harus
disegerakan untuk pembiayaan selama periode anggaran:.

d. Penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dilakukan berdasarkan
alat analisis menunjukkan bahwa penyerapan kinerja anggaran yang ada
pada Bappeda Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sudah
memenuhi syarat efisiensi dan efektivitas yaitu penggunaan dana yang
minimum untuk mencapai hasil yang maksimum, terutama bagi
perencanaan dan pembangunan daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya, pericde penelitian ini terbatas untuk tahun 2017-

2019. Diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun

penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan bappeda

Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
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1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

XIS
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

70

(dalerm nupiak)
Na. Uralen Refr Anggaran Tahes 2017 |  Realisaci Tshum 2817 (%)} | Reallsad Tahun 116
1 1 3 ] 4 5 §
L [PENDAPATAN 7.5.1.1
2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.5.1.1.1
3 Pendapatast Pajak Daceal 751141 1,059,951, 478, IHLOD 938,796,384.391.U6 §8.57 752,342.50) 992,98
4 Pendapatae Retribusi Daceah 7.5.1.1.1.2 101550, 741 004000 72,748,075,037.56 31.67 128,471,643, 140.00
5 Pendapatan Hasll Peagelolaun Kekayran Dacrah yg Dipisahken 7.5.1.1.1.3 45,287,319,000.00 43,123,066, 147.03 99.42 15,562, 590,481.98
& Lain-tains Pemdupatan Ash Daeruh ysag Suk 7.5.5.1.1.4 278,027,399,000.00 280,623,568,856.40 | tou.93 75,683,017,990.50
7 Jumibah Pendapatin Asll Dacrsh 1,4%4,865,937,080.00 1,097,233,094,132.40 | 90.06 971,859,753 685,16
§ | PENDAPATAN TRANSFER A 7.5.1.1.2
[ TRANSFER PEMERINTAA PUSAT-DANA PERIMBANGAN |7.5.1.2.2.1
0 Dana Bagi Hasil Pajuk 7.5.1.1.2.1.a 128,423,570, 000,00 114,981,453,962.00 39.39 108,545,984,333.00
1 Dana Bagi Hasil Bukan %djak (Sumbr Daya Alaa) 7.5.1.1.2.1.b 5,355,989,000.00 3,735,395,178.00 69,74 7,503,124,911.00
12 Dana Afnkesi Umum 7.51.1.2.1.c ). 300.764.306,000.00 1,300,764,306,000.00 | temop £,324,0123,135,000.00
13 Dank Alokasi Kby 7.51.1.21.d 257,056,784, AL 20 253,486,041,263.00 93.61 551,575,386,038.00
14 Junidab Pen-dpatan Tramsfer Dena Pevimbongan 1,691, 500,649,000.00 1,672,967,166,403.00 99,89 1,992, 747,430, 182.00
13 TRANSE".R PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA 7.5.1.1.2.2 \
16 Dasa © sdnomi Khusus 0.0 voo | 000 0.00
57 Dar Fenycsugian 7,500,1KK1,000.00 7.500,000,000.00 [ §00.40 0.00
1% miah Peadapatan Transfer Laimnys 7,500,900,008.80 7.500.800,900.80 | 100.00 9.80
19 SFER PEMERINTAH PROVINSE 7.5.1.1.2.3
n Pendapaten Bagi Hasil Pajak 306, 765,424,000.00 366,638,439.266.00 | $19.52 304,485,818,811.30
/ Pendapatar Bagi Haeil Lainrya 0.90 300 0.0n 200
2 Jumish Fend: Tramfer Pemertutsh Froving 306,T65,414,000.00 366,638,439,266.00 | 11952 384,435, 818,811.30
ra | Total Pendapatan Transfer 2,006,065,073 00000 047,185,608 669.00 | L0285 1,297,113 449,893 W)
24 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 78113
15 Pendupatan Hibah 15,060,600, 600,09 15,000,000,000.00 [ 104,00 235,845,362 4£4.00
16 Bantgan Keuaregan 11.520,000,000.60 1708, SIB80000 f 147.73 41,711,378,312.00
27 Pendapatan Dana Darurat [1%,1] 1.a0 0. 000
28 Pradapaten Lainnys 0.y .06 .00 .00
29 Junalah 1 aln-lsin P, yang Sah 16,510,006,000.00 3LIRSI8800.00 | 12073 77556952, T40.00
3 JUMLAN PENDAFATAN 3.517450810,008.08 3,416,355 218, 70150 ¥LI3 3.546,650,155445.56
3t |BELANZA 7.5.1.2
32 | BELANJA OPERASI 7.5.1.2.1
33 Belanju Pogawai 7.5.1.2.1.1 1254090, 1 69,639.00 1,193,157,695,155.00 95.14 1,450,479,947,166.00
34 Belunja Barang 7.5.1.2.1.2 1,353,800,562,505.00 1,409,619,453,503.6 90.72 1,185,184,992,271.00
as Belaja Bungs 7.5.1.21.3 B0, DN (M CH 254.324,108.38 3179 583,283,98K.69
1% Belanje Subsidi 7.51.2.1.4 ©.00 0.00 2.00 0.00
Eh Belanja Hibah 7.5.1.2.15 86,665,067,750.00 76,924,413,515.00 28.76 T1,328,270,950.00
k] Bulenja Bamsan Soalal 7.5.1.2.1.6 .09 .00 g 47,561,000.00
39 Tumslab Belanja Opernst 2,895,356,799,694.90 2,579,955 886, 201.04 #1.56 2,641,623,685.375.60
40 BELANJA MODAL 7.5.1.2.2
41 Belunjx Fanah 7.5.1.2.2.1 22,758,042.600.00 3.861.152,420.00 16.07 41.595,473,792.00
42 Belanja Poralsian don Mrsin 7.5.1.2.2.2 200,762,855 619,00 182, 740,643,855.40 915 196,604, 134,825.00
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43 Belanja Gedung dan Bangunan 7.5.1.2.23 150,324,447.912.00 193,572, 141,933.00 058 04,493, 266,81 7,11y
44 Belutja Jalan, Irigasi dan Jaringan 7.5.1.2.2.4 359,494,335 575.00 226,102,528,03 5,00 79.56 243,81¥,563,347.00
43 Belanja Asce Tetap 1aionya 7.5.1.2,2.5 36,445,547 500.00 35.62H, 111 494.00 9276 2,363,396,976,00
46 Belanja Aset Lainnya 7.5.1.2.2.6 4,321,188,100.00 3,065,255,800.00 70.94 3,662,206,068.00
47 Jumlsh Belauja Modal TR4,406,317,306.00 625919,871,537.40 809 634,535.951,557.00
45 [ BELANIA TAK TERDUGA *.5.1.2.3

43 Belanja Tak Terduga 16,000,000,000.00 7.555,531.068,00 7557 #2,616,150.00
50 Jurslah Bebanjs Tak Terdugs 14,060,800,008.tH) 7,556,531 868,80 75.87 K2 45615008
s JUMLAH BELANJA 3,685,743,117,000.80 3,391,532,296 80744 a7 3,277,243, 223 061,69




72

N Ursisn Reft Anggarat Tehes 2057 | ReaNsasi Tabwy 2017 %) Realisasi Takan 2844
i 2 3 3 4 E] []
32 {TRANSFER 7.5.1.3
53 TRANSFER/BAGI HASTL K¥, KELURAHAN 7.5.1.3.%
54 Bagi Hasil Pajak 10.5% 0.00 0.0 0.00
55 Bagi Hasil Rewibnsi .60 .00 000 0.0
56 Rugi Hasil Perdapaias Lainnya 6.00 .04 2.00 200
57 JUIMLAH TRANSFER/BAGE HASIL KE KELURAHAN .00 0.80 o0 4.4
L1 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN 7.5.1.3.2
59 Bantuan Kewarngn Ke Pememintah Daevan Lainnys (] .00 0.00 .04
41 Bamuan Keuangny Lainnya 1,097, 743,900.00 1.091,333,600.00 99.42 1,097, 743,000.00
61 JUMLAH TRANSFER/ BANTEAN KEUANGAN 1,097,743 000,08 L8%1,333,800.90 42 1,897,743, 008.08
L34 TOTAL BELANJA DAN TRARSFER 3,686 860,560 500,00 3.313,623,623 887 44 19.53 3,275,344 956 882.6%
&3 SURPLUS/DERSIT 1{169,404,850,000.49) E82,731,594,813.46 50.64 163,399,189, 36237
64 IPEMBIAYAAN 7.5.1.3
RS PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.5.1.3.1
66 Pepggunaan SILPA 173,408, 550,000, 00 173 4R 450,770.72 Tou a0 144,731,959 947,35
w7 Pencgican Duny Cadunpm .00 0.410 .00 0.60
o8 Hasil Penjuatan Kekyasn Duerah yang Dipisatikan 000 100 0.00 o0
Pini A .
5 injaman Datam Negeri - Pemerirah Pusat 0.00 2.00 5.00 4.00
FPinjaman Datans Regeri - Pemerintak Daerab Lainnys
e 5 . 0.00 0.00 0.0 a.00
Pinjurian Dalam Negeri - Lembaye Kesungan Bank
n Pinjaman Dalam Negeti - Lembaga K cunngan Bukas Bank BED &0 o0 0.00
72 Pinasman Dalam Noger - Obligasi D0 0.00 b.on G.00
a Pizjaman Dalam Negesi  lainaya 0.4 0.00 L 000
bl Pencrimaan Kemhali Pitjaman Kepada Prrusahaan Nogars .00 (e 0.60 .0
5 TPemeriniazn Pinjaman Dyerah 1.1 o.0n &80 0.00
KL Penerimuan Kembali Pinjuman Kepada Peirintah Darrah Eainsya (00 3, 5R01,NLNN X 3, 370,000.00
T (AL}
Penerimaan Pimany Dacrak bow 0.00 0.00
73 Ponerimaan Kewajiban Pibsk Kaiga 000 0.00 (i15] o060
g Jumizh Peaerimuan Pemblayisn 0440 0.4 0.40 .00
0 173 400,550,600.60 173.412.438,770.73 [ 100.00 14,135,129, 98736
PENGELUARAR PEMBIAYAAN
81 Fombomiba Dasialadens 75132
Penyertaan Modal Pancrintzh Dagrah ou A 5.00
u Pembayaron Pokok Pisjaman Dalem Negeri ~ Pemeristah Pusat wal o i
83 Pemt Pokak Pinj 0 Negei - P intah Daerah 000 .00 [Ei11] 215,845,582 414.00
Ha Lyinnya 4O, CHHS, (KD GO 3,790,096, 1 65.04 94.75 3,790,086, 165.00
Pembgy; Pokok Pinjaman Dalam Neger - Lemsbaga Keugn,
83 bl yiuran T}l [ Lol Jhl o400 0.00 1.00 0.00
X6 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negerd - Lembags Kruangzn 060
Bukan Bank 0.00 Li%iH [ ]
) Pembayaran Fokok Pitjamen Dalam Negesd - Obligasi 0.00
- - G [Rii] .00 L X01]
Pembayaran Pokek Pisgenian Dalam Megeri - Lainnya
Py Femberian Pinjanan kepada Perasshaan Neyar 0.00 0.00 [{X1)] .00
™ Pemberian Pinjumon kepada Perusahaas Dacrab .00 0.00 L.00 0.00
o0 Pemberiaa Pinjaatian Kepada Ponerintah Dacrah Lainnys .60 0.00 080 4,00
al Sumiuh Prngelsaran 0.00 .00 000 0.00
31 0.00 .00 n.ig 0.00
3 4,899,800,000.59 3,790085,165.04 | 9478 239.635.668,579.80
W PEMBIAYAAN NETO 169 A08,850,000.90 169,622,344,608.69 |  100.13 94,900,338, 591 54}
95 SISA LEBHH PEMBIAYAAN ANGGARAN 7.5.1.3.3 LY 1] 272353 93241935 0.06 173,488,850,770.73




2. LAPORAN REALISAS! ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31
DESEMBER 2018 DAN 2017

{dalam rupiah)

73

Ne. Uratan Reff Asggerin Takan 2018 | Resfieayi Tabwn 2018 (%) Realtissi Tahan 2417
i ) 3 3 4 5 3
L JPENDAPATAN 7.5.1.1
2 PERDAPATAN ABLI DAFRAH 7.5.1.1.1
3 Pendapucan Pajak Deerah 7.5.1.1.1.1 1,155.991,478, 000,00 942,551,891,961.00 81.54 93%,796,384,101.06
4 Pendapatan Rcwribusi Dazrah 7.5.1.1.1.2 136,430,940,660.00 57,277,225, R08.00 4198 72,7%8,075,037. 56
5 Pendapatan Haxil Pengelolaun Kckaynam Durzah yg Dipisaikan 7.5.1.1.1.3 50,00L.154,600,00 49.463,120,625.29 98,92 45,023,066,147.08
[ Luin-lain Peadapatan Ak Dacrah yang Sah 7.5.1.1.1.4 160,986,647,000.00 136,150,772,598.16 B4.58 280,623,568 856.40
? Jumiah Peadapatan Aslf Daerak 1,503,411,119,000.00 1,185 483 010.589.65 885 1,337,231,094,23118
E] PENDAPATAN TRANSFER 7.5.1.1.2
9 TRANSFER FEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN |7.5.1.1.2.1
0 Dena Bagi Hasil Pajak 7.5.1.1.2.1.a £4],759,833,000.00 102,913,565,6235.00 7260 114,981 453,962.00
11 Dana Bagi Hasii Bukan Pajak (Sumber Days Alam} 7.5.1.1.2.1b 4,755,663,000.00 4,366, T54.580.00 ¥1.82 3,7358,395,174.00
12 Dana Alokasi Umum 7.5 1.1.2.1.¢ 1, 34H0,764.366,000.00 1,299, 354.32 1 692.00 9y.91 1.300,754,306.000.00
13 Dana Alokwsi Kinnus 7.5.1.1.2.1.d 430,810,337,000.06 40§,425,917,257.00 93,18 253,486,811,203.00
14 Jumtuk Peudsputan Transfer Duny Perimbangun 1,878,096,139,000.00 1,988,260,589,434.00 9628 1,671.967.166,403.08
i5 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA 7.5.1.1.2.2
15 Deona Qtonomi Kimisus 0.00 0.00 [X1] 000
1% Dana Penycsusian 35,750 460,006.00 L7.875,000,000.L0 S0.09 7.500.000.008, 1)
i3 dunlah Pendapetan Transfer Lalanya 35.750,000,800. 40 17,875.900,600.00 5088 7500, 500, W50.5t
19 TRANSFER PEMERINTAR PROVINSI 7.5.1.L.2.3
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajuk 324,416,000 900,90 272,0011,033.015. 60 81,44 366.63K,439.266,00
i ] Pendapatas Bagi Hasif Lainnya 0.0 .00 .00 N.00
2 Jomltsh Pend Trunsfer Pemerintah Provine 324.416,009,080.00 17..009.933,81%.00 H3.84 356,638,43.266.00
23 ‘Fots! Pesdapstan Transfer 1,234,256,139 000.00 1,098,135,622.513.00 93.74 047,185,685 669.00
24 | LATN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 7.5.1.1.3
25 Pendapatan Hibah 132.564,600,000.00 128,588, 743,987.00 96.75 15,000,000,000.00
3 Baniwan Kevangen 0.00 n.on o.00 17,01R,5) 8,800.00
27 Bendupatan Dann Darurat 0.0 ()] .00 060
18 Pendapatan Lainuys 17.664.000,000.00 16,302,351,673.00 92.29 0.09
29 Jomtah Lain-inbn Peadapatan yasy San 150,568 600,000.00 144,891,095.,660.00 96.23 32,018,518 590,00
0 FUMLAH PENDAPATAN 3,892,235 958 060,00 3AIRAT9.729,162.65 .09 3,416,358,218,701.10
31 |BELANJA 7.5.1.2
31 | BELANIA OPERASI 7.5.1.2.1
13 Bclanja Pegaoai 7.5.1.21.1 1,306,340,5 L,6R2.40 1,108,192, 744 067.00 9249 £.193, 187,695, 155.00
34 Belagia Barang 7.5.1.2.1.2 1,674,7%6,356,767.00 1,430,019,739,515.00 d5.3% 1,404,609, 453,507,686
35 Belanju Bonga 7.5.1.2.1.3 .00 00 .00 254,324,108.338
36 Belanja Subsidi 7.5.1.2.1.4 0.00 0.00 0.00 8.60
a7 Belanja Hibak 7.5.1.2,1.5 48,75 1,900,060.00 137,256,266,580.00 w12y T6Y24, 413 51500
34 Hekanje Ranfuan Soskat 7512186 510,000, 1. 00 455,000,000.00 31,18 200
3y Jumiph Belanfa Uperasi 3,130,387,867 44%.00 1.776,033,750,162.00 s8.68 2.679.955,596, 2814
AD | BELANJA MODAL 7.5..2.2
4j Bulusia Tanah 7.5.1.2.2.1 7,430,045 K00.06 1,287,268,520.00 12.33 3,361,152,420.00
4 Hetanja Porutstan dan Mesin 7.5,4.2.2.2 1%8,952,542,333.00 §48,311,772,459.00 73.49 182,790,683,855.40
£ Belunja Gedung dan Banymnan 7.51.2.2.3 192,254,0153,463 00 144,354,692,939.00 7 113,572, 141 933.00
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Bglanja Jalan, Wrigasi dew faringan 7.5.1.2.2.4 524,624,080,580.00 412,524,770 881,04y T8.63 2816, 192,528,031,60
45 Belanja Ascs Tetap Lainnya 7.5.1.2,25 35,024.524,273.06 12.061,129,098.09 9154 35,628, [ L] 498,00
a8 Bolanja Aset Lainnya 7.5.1.2.2.6 4,822,245, 100,60 4,292,476,555.00 9.0 3,065,255,800,00
L Junilak Belanja Modal 9£3,107 491 552,00 T46. 832 068.455,09 7836 G15,614873 53748
45 | BELANIA TAK TERDUGA 7.5.1.2.3
49 Bclwnja Tak Terduga 3,000,000,000.90 120,654, 2R0.00 4.02 7,556,431 061,00
A1) JFumlah Belanjs Tak Terdugn 3,000,8600,.900 4 124,684, 280.00 492 7,556.531,068.00
5t JUMLAH BELANJA 4,085,495,359,000.00 3,512,986,464,897.09 8621 3,312,532,290 887 44
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Ne. Uratan Reff Aoggarsn Tahon 26t# | ResHensi Tahun 2018 {%) Realsag] Tuhom 2MH 7
1 2 3 3 4 5 &
52 ITRANSFER 7.5.1.3
53 TRANSFERABAGY FASIL KE KELURAHAN 7.5.1.3.%
54 Bagi Hosil Pujuk iLIK .00 0.0 .00
55 Bagi Hasil Rewibusi D.1HE 2.06 .00 0.00
56 Hagi Hasil Pendapuian Laineya 0.08 e.0n €00 0.00
57 JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE KELURAHAN 2.0 0.ho a.00 e
5k TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN 7.5.1.3.2
59 B N gan Ke P h Daerah Lainnya LMNEQDD. IRKLTK 2.(HH)MHNL 00,00 T0u.be u.on
60 Banturn Keuzngan Laisnya 1,094,538,100,00 1.094,538,000.00 10060 ,001,333,000.00
61 JUMLAH TRANSFER! BANTUAN KEUANGAN 3,894,538, 0000 2,004 538.,000.00 | L00.00 991,333,900 .98
&2 TOTAL BELANJA DAN TRANSFER 4089 584,897 000 80 3 516,081,532, 8975% 8621 3313,613. 623 BAT.44
63 SURPLUSMEFISIT (197,353,939,008,08) (97,601,273,734.44)] 4945 02,731,594.813,66
64 [PEMBIAYAAN 7.5.1.3
63 FENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.5.1.3.1
o6 Peoggunzan SILPA 272,353,934,660.00 272,353,939.419.35 [ iv0.00 173 4UR$50,770.73
57 Pencairan Dana Cadsngan 0.00 0.00 .00 0.00
s Hasil Penjrulan Kekayaan Paersh yang Migisalikon 0.0 ool 0.00 20
Pinj Dalam Negeti - Pemeriotah Pusat
89 e - ' 0.00 ooo| 000 2.00
Pinjsman Dalum Negeri - Peaverintah Daemh Lainpya
n - 9 8 (R 1] 490 0.00 0.06
Pinjasian Dalav Negeri - 1embags K cllangan Baok
H Pirjaman Dalam Negeri - Lembags Kctiamgan Fukan Bank 050 o0 Rl 0.00
” Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi aue 0.00 G 0.00
3 Pinjaman Dalars Negori - bisnya 000 1190 0.0 000
74 Pencrimaas Kcmbal Finjamaz Kepada Perusahaan Neyara 0. ooy 0.0 w00
75 Penerimagn Pinjamen Nacrsh 040 X)) o.00 .00
M Penerimuan Kembali Pimjaman Kepada Pernerintsh Darrah Laineerya (Iee) .06 . 3,530,004
7
Pencrimaan Pistang Daerah 200 D.00 500 0.00
7 Peaecimuan Kewsjiban Pihuk Ketigy 2.0 £350,00000 | 100.00 200
7 Famlah Peoevimann Pemhiaynan .00 0o Q.06 0.00
%0 171,353,93%,000.90 271358, 289,4193¢8 | 10060 173412430,770.73
PENGELUARAN FEMBIAYAAN LAk
Pembe Da
81 cnbertukan Dana Cadasgia 75132
Penyertzan Modsl Pemerintzh Daerah ™ A 000
82 Pembayaran Poknk Pisjanien Datim Negeri - Pemerintah Pusar iy : -
o3 Pembayaran Pokok Pinjamon Datam Negeri - Pomorintab Dacrah 75,000,000,000.00 0.00 K1) 0.00
ke Latanya .10 .00 D48 3,790,086,165.00
Perbay Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lerabinga X cunny
Bs B;,,t e " i ) e .0 .00 o 0.00
86 Pembayarurt Pokok Pinjaman Balam Negeri - Lembaga Kantangen ®00
Bulcan Bunk L0} .00 wm
87 Ponbzyuran Pokok Pinjaman Dalim Negori - Obligasi 0.0 006
Pentbayaran Pokok Pisjunian Dalam Negeri - Lainnya p-o0 M ;
B& Pemberian Pinjsntn keppds Prrusshaan Negara .00 0,00 A1) 0.00
%9 Periberian Pinjsman kepada Perusabsan Dactah 01 0.00 .00 .00
50 Pemberian Pinjasroan Kepada Pemerintah Pacrah Lainnya 8.0 0.00 0.00 .00
n Junlab Peagelnaras 600 0.50 2.00 0.00
31 0.00 0.00 nin .00
93 75,000,000,000.60 .00 9.00 3,790.0%6.165.00
94 PEMBIAYAAN NETO 197,353,939 (04,60 TSRV AI938 | L3k 169,622,344 45.73
95 SI1SA LEBIH FEMBIAYAAN ANGGARAN 7.5.1.3.3 484 174,757815,684,91 0.80 272,353,832 41939




3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
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{oalam rupiahf

Na. Uraian Relt Angparan Tabun 2017 [ Reslisast Tahow 1019 (%) Retlisasl Tahnn I8

[ 2 3 3 4 5 &

1 [PENDABATAN p 7.5.1.1

2 | PENDAPATAN ASLI DAERAMH 7.5.1.1.1

3 Peadapatan Pajuk Dacrah 7.8.01.1.1 1.335,000,000,000.00 1,067.323,035,533.50 3147 Y42,551, 991,961 .60
4 Pendupatun Retribusi Daerah 7.5.1.1.1.2 132,348, 789,000.00 68,097,361,544.56 51.45 57,277,225,505.00
5 Pendzpatan Hasil Pengelolazn Kekayson Macrah yg Dipisuhk 7.5.1.1.1.3 37K, TR AH3.00 18,228,557,959.00 4820 49,463, 1 20,625.29
[3 Lain-lain Peadspatun Aski Dacrah yang Sab 7.5.1.1.3.4 139,5617,664,903.00 J49,670,382,215.58 | 107.20 136,160,772,50%,36
7 Jumilah Peadapatan Asl Dacral LATA, 776,235, 50604 1,503,316,337.533.94 ¥9.22 1,185453,010.989.65

R | FENDAPATAN TRANSFER 751,12

9 TRANSFER PEMERTNTAH FUSAT-DANA PERIMBANGAN |7.5.1.1.2.1

10 Dok Bagi Hasil Pajak 7.51121a 104,237,373,000.00 73,049,739,863.00 70.08 102,913,565,625,00
n Duoa Bagi Hasil Bukan Pajak (Sambor Days Alam) 7.51.1.21h 7,335,494 006.00 4,621,235 530,00 63.02 4,366,744,950.00
12 Dana Alokasi Uptum 7.5.1.121.¢ 1,406, 45, 1K 7,000.00 1,379,145, 201,000,090 FR0N 1,299.554,321 69200
i3 Danz Alokasi Khusus 7.5.1.1.2.1.d 387, 588.474.464.00 367,746,570,055.00 24,88 40H,423.917,297.00
14 Jumisk Pesdapatas Trancher Dana Perimbungan 1985309 915, 40400 1.824,567.795 448.00 9576 1,508,258,5%9.494.00
5 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA 7.5.1.1.2.2

16 Dana Otonomi Khusies 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Dans Penyceaaian 31,415,999,000.00 31,415,599.000.00 000 17,475,000,000.60
18 Jnmiah Penduputsn Tramsfor Laizaya 3141599900000 AI5999.800.00 | 10080 17,875,000,900.00
19 TRANSFER PEMERINTAH PROVINS] 7.5.1.1.2.3

pls3 Pembapatan Bagi Hasll Pajak 337,584,703,666.00 356,9%4,230,000.97 103,75 2T2,040,033,059.00
13 Pendupatan Bagi Hasil Lainnya GO0 .00 .0 .00
22 Jwmish Fendapatsn Transfer Femerintuh Froving 337,584, 703,665,060 356,9%4,210.,00097 |  105.75 172,000,833,819.80
23 Tutal Pendapatan Transter 2274 318,62%,130.00 1292978 014 44897 9730 2,094,135,611,513.60
24 | LASN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 7.5.2.1.3

25 Pendapatan Hibs 138,825,600,000.00 132,401,528,152.00 9537 128,548,743,987.60
% Bantygan Keuangan D00 0.0 0.00 .00
27 Pendopatan Dane Darurar 0.0 0.50 008 0.00
p-3 Pendapatan Eaisnya 17.664,000,600.00 17.664,000,000.00 |  100.00 16,302,351,673.00
m Jumiyh Eain-tain Peadapacan yang Sak 156,449 500, 000.00 150,965.618,152.0G 95.89 144 591 895 560.00
an JUMLAH PENDAFATAN 4,855,576,463,716.80 3,666,359,998,154.91 KA 3,423.479,719,162.65
31 [BELANIA 7.5.1.2

32 | BELANJA DFERASI 7.5.1.2.1

33 Belanjy Fegawai 7.5.1.2.1.1 1,315,927,751,532.00 1.212,306,922,225.00 91.43 1,208,192, 744,067.00
34 Buianja Barang 7.5.1.2.1.2 1,632,650.986,253.00 1,353,040,32 L #4151 #5.35 1439.119,739,515.00
i3 Brlanja Bunga 7512132 0.00 0.00 .00 .00
3% Belanja Subsid 751214 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Betanjz Hibah 7.5.1.2.1.5 63,671,973,545.00 55552 450,000.00 X7.25 F37,256, 266 55000
kL Belanjo Bamman Soial 7.5.1.2.4.6 3.105.060,000.00 2,470,000,000.00 v.13 A465,000,000.00
kL Juminh Belunjs Operasi 3,824,865,711,330.90 2,663,769, T84,066.50 3566 1,T76.832,758,162.00
40 | EFLANJA MUDAL 7.5.1.2.2

4} Belania Tanuh 7.5.1.2.2.1 2,455,170,500.00 1.234,962.530.00 3030 1,747, 264,520.00
42 Belanjs Perolatan das Mesin 7.5.1.2.2.2 331,373,609,732.00 268,978,239.337.00 8117 148,311 772.459.00
43 Belanja Gedimy dan Bangunan 7.5.1.2.2.3 242,554,192,887.00 171,879.634,304.00 086 148,354,692,035.00
44 Belanja falan, Trigssi dan Jarisgan 7.5.1.2.2.4 513,734,790,371.00 406,518,740,032.60 R1.08 ALL524,720,88L.00
45 Belania Aset Tetap Lainnya 7.5.1.2.25 27,876,635,874.00 24.613,620479.00 |  BB.29 32,061,129,098.09




77

45 Belanjo Aser Lainnys 7.5.1,2.2.6 1,505.500.795.00 GR4, 604 KK 00 6544 4,292 476,554.00
47 Jurelsh Betunjs Modal 1L119,500,811,1 64,00 N4, 202, T4, AR2.R0 9 T4 K31 6045500
48 | BELANJA TAK TERDEGA 7.5.1.2.3

49 Belanja Tak Terduga 31,877,808,906.91 34,148,000.00 01l 120,654,280.00
30 Jumlah Belanjs Tak Terduga 3EH77,.808,985.91 34, 14K, (N BO o 120,654, 200.00
51 JUMLAH BELANJA 4,076,183, 531,400.9] 3,548,006,636,749.30 L] 3522 906,454,597
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Ne. Uralam Refr Angzurxn Tuhon 2019 Reatisnst Takan 2019 %) Reuligast Tabwn 2018
3 2 3 3 [3 5 [

52 |TRANSFER 7.5.1.3
53 TRANSFER/BAGI HABH. KE KELURAHAN 7.5.1.3.1
54 Bagi Hasil Pajak 0.00 .00 X ]1] &.by
55 Bayi Hasil Retribissi 0.90 0.60 [113:1) (1301]
56 Bagi Hasi Pendapatan Lainnys 0.6 .00 0.00 .00
57 JUMLAH TRANSFER/BAGI HARH. KE KELURAHAN 0.08 .00 %00 .00
58 TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN 7.5.1.3.2
59 B X Xe P Dacral Lziaaya 0.00 0.00 040 2,606,000,000.00
60 Bantuan Kenmgan Laininya £,149,945,000.00 1,116,544.000.00 97,10 1,054,538, 000,60
1 JUMLAH TRANSFER/ BANTUAN KRUANGAN 1,249 945 poc.ra 1165400000 9718 3404,535, 900,00
62 TOTAL BELANJA DAN TRANSFER 4,177,333 47440091 3.549,113,210,749.30 8496 356,081,001 597,09
L] SURPLUS/BEFISIT {£21.757,015,684.91) 117,236,769 405,61 (24.29) (97.681,273.734 .44}
64 |PEMBIAYAAN 7.5.1.3
[+ PENERIMAAN PEMBIAVAAN 7.5.1.3.1
66 Penggunaan SiLFA 174,757,15,684.91 E74,757,015,684.90 [ HH.00 272,353,939,419.35
7 Peneaican Duna Caddangss 2.00 0.00 0.00 o0
. Hasil Penjualan Rekaynan Daerah yang Dipisahkan A 2.00 0@ 0.00
P Picjamen Dalaw Negeri - Pemerinah Pusal ave 000 iK1 .60

Pinjaman Dalam Nogexi - Penerimab Daorah Latnays
m - . @00 0.00 1L 0.00

Pinjaman Dalim Negui - Lembaga Konangas Baak
7 Pinjaman Dalam Neyeri - Lembags Kevangan Bukan Benic LD gy ney o0
72 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi .00 L0 0.06 9.00
73 Pinjasmn Naam Negeri - lainnya 9.40 0.00 0.0 000
] Penerimemt Kembalt Pinjanan & epuds Porusahasn Nogara 0.00 0.00 0.00 0.00
75 Penerimaan Pinjaman Daerah 0.0¢ .66 .00 0.00
76 Penerimann Kembali Pinjaman Kepada Prucrintah Dacrah Laianys .00 .00 0.1HF .08
n Peocrimaan Fiutang Dacal o.00 0.00 3 o.54
10 Penerimaun Kewsjiban Pibak Ketiga 0,00 150,000.00 | 1001 4,350,000.00
FT) Junsiak Pewerinman Fembinysan 00 .00 0.00 0.00
&0 PENCELUARAN TR 174,757,011 5,684.91 L74,737265,684.91 |  130.08 271,354,289 41935
@ Pemhemukan Datia Cadutigan 7.5.1.3.2

Peoyerinan Modsl Perwcrialah Daerah
52§ Pembayaran Pokok Pinjaman Dulaos Nogar - Pemeriniai Pusat Gy f w0 0.00
33 Pembayaras Pokok Pinjanan Dalam Negeti - Pemerintsh Dasreh 53,000,000,000.90 53,000,000,060.00 | E00.00 B.00
#4 Lairmys .00 0.8 L.40 &0
35 ;::l:wﬂ'u Pokok Pinjaman Dalim Neweri - Lembaga Keuangan a3 N0 000 @0
13 Pumbayaran Pokak Pingaman Dalam Negeri - Lembaga K euangan 0.00

Bukas Hank s.00 .ug a8
&7 Pembayaran Pokok Pinjanan Datam Megeri - Obligasi (I%10]

Pembuyuran Pokok Pirditnn Datam Negeri - Lifnya Qe D o0
BE Peniberian Pinjaman kepade Perisahaan Negarn 1] 0.08 .00 .00
&y Pemiperian Pinfaman kepada Perusahaan Dacrah 0.00 000 4R ane
9 Puembizian Pinjaamen Kupada Pemirintab Dacrah Lainaya 2060 i .00 0.00
ar Jumbsk Pepgeluaran 0.00 .90 0. .00
82 0.60 0.00 .00 0.00
L] 53,800,084 990.00 53,500,680,000.00 | 18000 290
94 PEMBIAYAAN NETO 111,757,015,684.91 125,757.265.684.91 18009 272,358,289.419.38
95 SISA LERIH PEMBRIAYAAN ANGGARAN 7.5.1.3.3 (.00 238,994,035,090.53 .80 174,757,055 684 91
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Dok. 1

Aktivitas peneliti saat mengumpuikan informasi mengenai Laporan Realisasi
Anggaran
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